
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0860/Pdt.G/2016/PA.Bm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Bima  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara–perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis  telah  menjatuhkan

putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat ,  umur 45 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan  Mengurus

Rumah Tangga,  tempat  kediaman di  Kecamatan  Raba,  Kota Bima,

sebagai  Penggugat;

melawan

Tergugat  ,  umur 52 tahun, pendidikan SLTA,  agama Islam,  pekerjaan Wiraswasta,

tempat kediaman di Kecamatan Raba, sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan Penggugat,  Tergugat dan saksi-saksi  Penggugat

serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Juni 2016

yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Bima  dengan  Register

Perkara Nomor  0860/Pdt.G/2016/PA.Bm, tanggal 23 Juni 2016  telah mengajukan

gugatan cerai dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut: 

Dalam Posita:
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1.Bahwa pada tanggal 31 Mei 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Palaran, Kota Madya Samarinda berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Nomor:  176/41/V/2001 tanggal 31 Mei 2001;

2.Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  bertempat

tinggal di perumahan PT. Barito di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota

Madya Samarinda selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di

rumah milik Penggugat yang diberikan oleh orang tua Penggugat di Kelurahan

Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima selama 10 tahun. Selama pernikahan

tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya

suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

3.Bahwa, kurang lebih sejak bulan Mei 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus-

menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:

a. Tergugat  tidak  menjamin  nafkah  lahir  Penggugat dari  tahun  2010  sampai

sekarang;

4.Bahwa  puncak  keretakan  rumah  tangga  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

tersebut  terjadi  kurang  lebih  pada  bulan  Mei  2013,  yang  akibatnya  antara

Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang, sejak itu pula

Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

5.Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  didamaikan  oleh  keluarga  dan  tokoh

masyarakat namun tidak berhasil;

6.Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

sudah pecah dan sudah tidak dapat  dibina  lagi  sehingga tujuan perkawinan

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor: 00860/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah

sulit  dipertahankan  lagi,  dan  karenanya  agar  masing-masing  pihak  tidak

melanggar  norma  huku   dan  norma  agama  maka  perceraian  merupakan

alternatif  terkahir  bagi  Penggugat  untuk menyelesaikan permasalahan antara

Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum

A. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Pengguggat  sesuai  aturan  yang

berlaku;

B. Subsidair:

Dan  atau  menjatuhkan  putusan  lain  yang  seadil-adilnya  berdasarkan

pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat

dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah

berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, serta

telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi, dengan Mediator Drs. Akhmad

Abdul  Hadi,  S.H.,  M.H. Hakim pada Pengadilan  Agama Bima,  dan  berdasarkan

Laporan Hasil Mediasi dari Mediator, tanggal  9 Agustus  2016, mediasi dinyatakan
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gagal, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap

dipertahankan oleh Penggugat dengan mengadakan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat ini adalah yang kedua kalinya,

karena Penggugat dan Tergugat pada pernikahan pertama telah bercerai pada

tahun  1995,  kemudian  Penggugat  menikah  lagi  dengan  laki-laki  lain,  lalu

bercerai  tahun 2000, selanjutnya Penggugat  dan Tergugat  menikah lagi  pada

tahun 2001 di Kalimantan;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan dan pertengkaran

pada akhir tahun 2015;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak akhir tahun 2015 juga;

- Bahwa  selama  ini  Penggugat  bekerja  serabutan,  dengan  membantu  orang

menyeterika dan mencuci;

Bahwa,  atas  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat  telah  menyampaikan

jawaban lisan pada tanggal 2 Agustus 2016 yang pada pokoknya terurai sebagai

berikut:

1. Bahwa  benar  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  menikah  di  Kalimantan

tanggal 31 Mei 2001, dan benar pernikahan ini pernikahan yang kedua kalinya;

2. Bahwa  benar  antara  Penggugat  dan  Tergugat  pernah  tingga  bersama  di

Kalimantan, kemudian pindah di Bima, awalnya Penggugat pulang ke Bima lalu

pada Oktober 2014 Tergugat pulang ke Bima;

3. Bahwa  benar  antara  Penggugat  dan  Tergugat  ada  perselisihan  dan

pertengkaran;
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a. Bahwa benar Tergugat tidak memberi nafkah, karena Tergugat tidak ada

kerja yang tetap, Tergugat hanya usaha budidaya bonsai, itupun hasilnya

tidak menentu;

4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak akhir

tahun 2015;

5. Bahwa pada dasarnya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan

bukti surat dan saksH.M i-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat , bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat  dan Penggugat , bukti P.2;

B. Bukti Saksi, yaitu:

1. Saksi I  . Saksi tersebut sebagai sepupu satu Penggugat, setelah bersumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di perumahan PT.

Barito  di  Kalimantan  selama 5  tahun,  kemudian  pindah  di  rumah  milik

Penggugat di Kelurahan Penaraga selama 10 tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;

- Bahwa  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

harmonis, dan menurut cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat

sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  karena  Tergugat  tidak

memberi nafkah kepada Penggugat;
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- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga

tetapi tidak berhasil;

2. Saksi  II  . Saksi  tersebut  sebagai  tetangga Penggugat  dan Terggat,  setelah

bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di perumahan PT.

Barito  di  Kalimantan  selama 5  tahun,  kemudian  pindah  di  rumah  milik

Penggugat di Kelurahan Penaraga selama 10 tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;

- Bahwa  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

harmonis, dan menurut cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat

sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  karena  Tergugat  tidak

memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Tergugat sering menganggur tidak bekerja;

- Bahwa saksi  tidak  tahu  apakah antara  Penggugat  dan  Tergugat  masih

tinggal serumah atau sudah pisah;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga

tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada

pokoknya tetap dengan pendirian masing-masing dan mohon putusan;
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Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka menunjuk hal ikhwal

sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian

tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di

muka sidang; 

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berupaya  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi juga

tidak berhasil/gagal;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  gugatannya  mendalilkan

rumah tangganya yang telah dengan Tergugat sudah harmonis lagi sering

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  sejak  akhir  tahun  2015  yang

disebabkan  karena  Tergugat  tidak  menjamin  nafkah  lahir  kepada

Penggugat sejak awal menikah sampai sekarang, dan untuk menghidupi

diri  Penggugat, Penggugat bekerja sebagai tukang seterika dan tukang

cuci dan sekarang telah pisah ranjang sejak akhir tahun 2015;

Menimbang, atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan

jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah

sebagian  lainnya,  yaitu  benar  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat

tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat bekerja hanya
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sebagai  membudidayakan  bonsai,  dan  benar  antara  Penggugat  dan

Tergugat telah pisah ranjang sejak akhir tahun 2015;  

Menimbang,  bahwa  Penggugat  untuk  membuktikan  dalil-dalil

gugatannya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  surat  Penggugat  P.1  dan  P.2  berupa

fotokopi dari suatu akta otentik, telah dicocokkan dan telah bermeterai

cukup.  Oleh karenya  harus  dinyatakan bukti  tersebut  telah  memenuhi

unsur   formil  dan materiil  alat  bukti  surat  sebagaimana maksud Pasal

Pasal 286 RBg. ayat (1) jo.  Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13

Tahun  1985  Tentang  Bea  Meterai,  bukti-bukti  tersebut  dapat

dipertimbangkan; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1,  berupa  fotokopi  Kartu

Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan

aslinya. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat

tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka sesuai Pasal 73

Undang-Undang Nomor 7  Tahun 1989 sebagaimana yang telah  diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua

dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang  Pengadilan

Agama, maka Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan

mengadili perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  terkait  dengan  cerai  gugat,  terlebih  dahulu

dipertimbangkan bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan tentang

telah terjadinya perkawinan sebagaimana didalilkan Penggugat, hal mana

sesuai  pula  dengan alat  bukti  surat  P.2 yang  merupakan  akta  otentik
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dengan nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan telah

terbukti  bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  terikat  perkawinan

yang sah sejak 31 Mei 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan tersebut di atas

maka dapat  di  konstatir  peristiwanya bahwa rumah tangga Penggugat

dan  Tergugat  sudah  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terlibat  dalam

perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan  karena  Tergugat  tidak

memberi  nafkah kepada Penggugat, hingga puncaknya Penggugat  dan

Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan hingga

putusan  ini  dijatuhkan  dan  selama  itu  pula  telah  didamaikan  oleh

keluarga serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ; 

Menimbang,  bahwa  untuk  mendukung  dalil  gugatannya  tersebut

Penggugat  menghadirkan  2  (dua)  orang  saksi  yang  mana  dibawah

sumpahnya  telah  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya

menguatkan  alasan  perceraian  sebagaimana  yang  didalilkan  oleh

Penggugat tersebut, dan saksi baik secara formil maupun secara materil

telah memenuhi maksud Pasal 171, 307 – 309 RBg., oleh karena keterangan

saksi-saksi  tersebut  didasarkan  atas  pengetahuan  sendiri  adanya

ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang  berakibat pisah

tempat  tinggal, dan saling berkesesuaian serta saling mendukung  satu  sama  lain,

maka  kesaksian  telah memenuhi  unsur  kesaksian,  oleh karenanya  kesaksian

tersebut   dapat  diterima   dan   dijadikan  sebagai  alat  bukti,  serta  dalil  gugatan

Penggugat menjadi fakta tetap; 
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Penggugat  yang  dikuatkan

dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata

bahwa  adanya  ketidakharmonisan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

mengakibatkan  terjadinya  pisah  tempat  tinggal  antara  Penggugat  dan  Tergugat

selama  kurang  lebih  7  (tujuh)  bulan,  sehingga  dengan  demikian  lembaga

perkawinan  yang  telah  Penggugat  dan  Tergugat  bangun  sudah  kehilangan

fungsinya, karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi saling memenuhi hak

dan kewajibannya masing-masing terhadap yang lainnya;

Menimbang,  bahwa  dengan  adanya  kondisi  rumah  tangga  sebagaimana

tersebut  di  atas,  maka sudah jelas  bahwa tujuan perkawinan untuk  membentuk

keluarga (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang

Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (tenteram),

mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi) akan sulit tercapai,

sebagaimana dikehendaki pula oleh   Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21;

ذالك في ان ورحمة مممودة بینكم وجعل ازواجالتسكنواالیھا انفسكم من لكم خلق أن ومن ايته

ایتفكرون لقوم لایت

Artinya:  "Dan  diantara  tanda-tanda  kekuasaan  Allah  ialah,  Dia  menciptakan
untukmu  isteri-isteri  dari  dirimu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan
merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
bagi kaum yang berakal”;

Menimbang,  bahwa  Penggugat di persidangan telah menunjukkan tekadnya

untuk bercerai dengan Tergugat, dan saksi-saksi sebagai orang-orang yang dekat

dengan  Penggugat  dan  Tergugat,  menyatakan  telah berupaya mendamaikan

rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat dan upaya

tersebut  tidak  berhasil.  Hal  ini  membuktikan,  Penggugat  telah  sangat  membenci
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sikap dan perbuatan Tergugat, maka  telah sesuai dengan pendapat Ulama dalam

kitab Ghoyatul Marom halaman 179, yang diambil alih menjadi  pendapat Majelis

yang berbunyi sebagai berikut:

طلقة          ذاوا القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد  

Artinya:  “Apabila  ketidaksenangan  isteri  terhadap  suaminya  sudah  memuncak,
karena sikap suaminya, maka Hakim  dapat menjatuhkan talak (suami)
kepada istrnya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,

terbukti gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2)

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak

dapat dipertahankan lagi; 

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Nomor:  379.K/AG/1995  tanggal   26  Maret   1997,    ditemukan  suatu  kaidah

hukum yang berbunyi sebagai berikut, “Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi

dan  tidak  ada  harapan  untuk  dapat  hidup  rukun  kembali,  maka  rumah  tangga

tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan cerai Pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang,  bahwa  selain  dari  pada  itu  perselisihan  dan

pertengkaran terus menerus itu untuk tidak melihat siapa yang bersalah

yang  menjadi  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran,  tetapi  yang

penting apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan

lagi, lagi pula dalam perkara a quo sudah tidak dapat didamaikan lagi,

serta  tidak  serumah  lagi/sudah  tidak  satu  atap  lagi,  sehingga
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dimungkinkan  terjadinya  perceraian  sesuai  dengan  pendapat  Sayyid

Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188: 

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أواعتراف الممزوج وكممان اليممذاء مممما
ليطمماق معممه دوام العشممرة بين امثالهممما, وعجممز القاضممي عن الإصمملاح بينهممما,

طلقها طلقة بائنة.

Artinya: “Bila  telah  tetap  gugatan  isteri  di  hadapan Hakim dengan
bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya
hal  yang  menyakitkan  itu  disebabkan  tidak  adanya  hubungan
baik  di  antara  keduanya  dan  Hakim  tidak  dapat
mendamaikannya, maka Hakim dapat manjatuhkan talak suami
terhadap istrnya dengan talak bain”;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  sangat  sependapat  dengan

pendapat Ulama Islam pengarang kitab tersebut sehingga Majelis Hakim

mengambil  alih  pendapat  tersebut  menjadi  pendapat  sendiri  dalam

memutuskan perkara ini; 

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula menambahkan pertimbangan

hukum dari pendapat ulama dalam kitab Al-Muhadzdzab, juz 2, halaman

134 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai

berikut:

إذا عسر الزوج بنفقة المعسر فلها أن تفسخ النكااح , لما روى أبو هريرة أن النممبي ص م قممال
في الرجل ل يجد ما ينفق على امرأته قال : يفرق بينهما .

Artinya: “Bila suami tidak mamu memberi nafkah yang cukup, boleh bagi
si istri mem-fasakh nikahnya, sebagaimana yang dinyatakan oleh
Abu Hurairah,  sesunggunya  Nabi  SAW telah bersabda,  “Suami
yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya maka supaya
diceraikan antara keduanya”; 

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di

atas  lalu  dihubungkan  dengan  pasal-pasal  dan  dalil  syara’  yang  juga

sebagaimana  yang  telah  dipertimbangkan  di  atas,  maka  tujuan

Penggugat  yang  memohon  kepada  Majelis  Hakim  untuk  menjatuhkan

talak  satu  bain  sughra  Tergugat  terhadap  Penggugat  telah  terbukti
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memenuhi  alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh  karenanya

gugatan  Penggugat  dapat  dikabulkan,  namun  demikian  karena  telah

terungkap  dipersidangan,  perkawianan  antara  Penggugat  dengan

Tergugat dalam perkara a quo adalah perkawinan yang kedua kalinya,

maka  talak  bain   yang  dijatuhkan  adalah  talak  dua  bain  shugra,

sebagaimana dimaksud Pasal 119 ayat (2) huruf (  c) Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima

diperintahkan  untuk  mengirimkan  salinan  Putusan  kepada  Pegawai

Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan

kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  di  tempat  perkawinan  Penggugat  dan

Tergugat dilangsungkan;

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  a  quo  masuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor

7  tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah

dengan  Undang-undang  Nomor  3  tahun  2006,  dan  perubahan  kedua

dengan  Undang-undang  Nomor  50  tahun  2009,  biaya  perkara  harus

dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak dua bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
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3. Memerintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan  Agama  Bima  untuk

mengirimkan  salinan  putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap

kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Raba, Kota Bima dan Pegawai  Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Palaran, Kota  Samarinda  untuk dicatat dalam daftar yang

disediakan untuk itu;

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  yang

timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu

rupiah);

Demikian  putusan  ini  dijatuhkan  dalam  rapat  permusyawaratan

Majelis  Hakim  pada  hari  ini  Selasa  tanggal  16  Agustus  2016  Masehi

bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1437 Hijriah kami Mohammad

Agus Sofwan Hadi  sebagai   Ketua Majelis,  Drs.  Rustam dan Drs.  Agus

Mubarok  masing-masing  sebagai  anggota  Majelis,  putusan  mana  pada

hari  itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis  dengan  didampingi  oleh  Kedua  Hakim  Anggota  tersebut  dan

dibantu oleh Mustamin, B.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri

oleh  Penggugat  dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Rustam

Hakim Anggota,

Drs. Agus Mubarok
Panitera Pengganti,

                             

                                 

Mustamin, B.A

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2

.
Biaya Proses

: Rp
50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 210.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 301.000,00

Hal 15 dari 14 hal Putusan Nomor: 00860/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15


